
BABI 

PENOAHULUAN 

A. LATAR BEL AKANG MAS4I A11 

Setiap anal wajib hormat dan patuh kepada orang tuanya Sebaliknya 

orang tua wajib memehihara dan memberi bimbingan anal -anaknya yang belum 

cukup umur sesuai dengan kemampuannya masing-masing Setiap anak yang 

belum dewasa (belum berumur 2I tahun dan tidal lebih dahulu kawin) dianggap 

tidak cakap bertindak (hendelug sobelwaan) dalam lalu lintas hukum oleh 

Undang-undang mereka ditentukan tidak dapat mengadakan persetujuan-perse 

tujuan, maka orang tualah yang wajib menyelenggarakan segala kebutuhannya 

Di dalam KUH Perdata (BW) kewajiban Wali diatur dalam pasal 383 

yang dinyatakan bahwa tiap kali harus menyelenggarakan pemehiharaan dan 

pendidikan anak serta mewakihimya dalam segala tindak perdata Mengenai 

haknya wali juga diatur dalam pasal 311  KUH Perdata yang mana setiap bapal 

dan ibu yang memangku kekuasaan orang tua atau menjadi wali, berhak 

menikmati segala hasil harta kekayaan anal-anaknya yang belum dewasa 

Sedangkan di dalam Islam hak dan kewajiban wahi terdapat dalam Al 

Qur an Surat An-Nisa ayat S yang mana Allah SWT menyuruh orang-orang 

yang akan menjadi wahi benar-benar orang yang sudah dewasa, bijaksana dan 

sa0ggup bertindak dengan baik dalam mengurus harta Diadakannya perwahian 

atasnya adalah untuk menjaga kemaslahatan dirinya dan harta bendanya 
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Anak satim piatu atau anal -anal yang belum cukup umur dan tidal 

dalam kekuasaan orang tuanya memerlukan pemebiharaan dan bimbingan 

karena itu harus ditunjuk wahi, yaitu orang atau perk um pulan-perk umpulan yang 

akan menyelenggarakan keperluan-leperluan hidup untuk anal-anal tersebut 

Wali ditetapkan oleh hakim atau dapat pula karena wasiat dari orang tua 

sebelum meninggal dunia, sedapat mungkin wahi diangk at dani orang-orang yang 

masih mempunya pertahian darah terdelat si anal tu atau bapakmya yang 

karena sesuatu hal telah bercerat 

Perwahian (vooghip adalah pngawasan terhadap pnibadi dan pengurusan 

harta kekavaan seorang anal yang belum dewasa ka anal itu tidal berada di 

bawah kekuasaan orang tua'Jadi dengan demikian anal yang orang tuanya 

telah bercerai atau pika salah satu dani mereka atau semua meninggal duma 

berada di bawah perwalian Terhadap anal di luar kawin, maka karena tidal ada 

kekuasaan orang tua, jadi anal itu selalu di bawah perwalian 

Adapun anal -anal yang di bawah perwahian adala.h 

a Anak sah yang kedua orang tuanya telah die.abut kekuasaanmya sebaga 

orang tua 

b. Anal sah yang orang tuamya telah bererat 

c Anal yang lahir di luar permikahan (natwrhi kind, 

Jika salah satu orang tuanya meninggal, menurut Undang-undang, orang 

tua yang lainnya dengan sendirinya menjadi wadi dart anal -anaknya Perwalian 

imi diamakan perwalian menurut Undang-undang (wenelpke voogd seorang 

peot Ali Afadi Sll Helm Marrs Aelarrga l lebola, Bina Aksara. Jakarta 1984. hal 

5% 



anal yang lahir di luar perkawinan berada di bawah per.alian orang tua yang 

mengakuinya, adapun seorang anal yang tidal mempunyat wali, hakim akan 

mengangkat seorang wali atas permintaan, salah satu pihak yang berkepentingan 

atau karcna abatannya (dateve voorgdp Ada pula kemungkinan seorang ayah 

atau bu dalam surat wasiatmya (testament mengangk.at seorang wahi untuk 

anaknya Pengangkatan yang dimaksudkan akan berlaku pika orang tua yang 

lainmya karena suatu sebab tidak rmenadi wahi erwahan semacam ini 

dinamak.an perwatan enurut wasiat (testamentare voogdip 

Namun dalam rahita masih bamval anal yang terlantar bisa kita puma 

di jalan-jalar bahkan tetangga kita sendiri Bila terjadi demikian lalu bagaimana 

kewaniban wahi terhadap anal yang diampunya. bagamana dengan harta mereka 

apabila wali benar-benar terhibat, bisakah dia dituntut atau tidak 

Dani latar belakarg di atas, maka penulis mencoba mengangkat skripsi 

ini dengan judul ; IN.A AN TERIHADAP IHA DAN KEW A41\ 

ALI MENURIT Ht it M ISL AM DA IHI I M  P R D A T " ,  

B. PERI MLSAN MAAL.AM 

Dani latar belakang masalah yang penuhis urat'an di muka, maka dapat 

dirumusken permasalahan sebagai benikut 

Apa yag menadi hal dan kewapiban Walt menurut Hukum Islam 

Apa yang mcnjadi hak dan kewaban Wahr menurut KI/H Petdata 

3. Bagaimana persamaan dan perbedaan hak dan kewajtban Wahi antara 

Hukum Islam dengan KUH Perdata 



Berdasarkan latar belakang dan rumusan aasalah sang penulis uraikan 

di muka, penulisan hukum imi bertujuan 

Untuk engetahut apa yang menjadi hak dan kewajtban Wahi menurut 

uk um Islam 

2 Untuk mengetahut apa yang menjadi hal dan kewaban Walt menurut 1tab 

Undang-undang Hukum Perdata 

3, Untuk mengetahut apa yang menjahr persamaan dan perbedaan hal dan 

kewajiban Wahi menurut Hukum slam dengan KUH Perdata 

D. KEGI N A P  E L I 1 1 \ \  

Obyek penehtttan int hihatapkan berguna bath csata torts 1apun 

secara praktis 

Seara teonttis, penehitian imi diharaplan berguna bag perkembangan mu 

pengetah ar huk um dan perehitian benikutmya 

2. Secara praktis, penehitian ini diharaglan dapat berguna pada pengaturan 

secara langsung obyek yang ditehiti atau dapat dipergunakan dalam 

mengambl kebijaksanaan yang lebih bark bagr pihak-pihal yang terkat 

serta dapat menambah wawasan bag masyarakat tentang hak dan kewapiban 

Wal 

Penehitian pada umunosa bertuyuan untuk menemok.an, mengem 

bangkan atau menguji kebenaran suatu pengetahuan Menemukan berart 
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berusaha memperoleh sesuata untuk mengisi kekosongan atau kekurangan dari 

suatu arah yang tidak ada Menguji kebenaran dan dilaksanakan jika ada yang 

sudah ada masih diragukan kebenaranmya. 

gar penelitian berjalan dengan lancar dan mendapat hasil yang lebih 

baik sesuai dengan yang dinginkan, maka memerlukan suatu metode penehitian 

Dalam bagian ini akan diuraikan langkah-langkah yang digunakan dalam 

menyusun sknipsi ini, yairtu 

Pendekatan Penehtian 

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

yuridis normative, yatu suatu penehitian yang menekankan pada ilmu 

hukum, akan tetapt Juga berusaha menelaah kaidah-kaidah sosial yang 

berlaka Pendekatan yurudis maksudnya pendekatan yang berdasarkan 

peraturan perundang- undangan yang berlaku sesuai dengan masalah yang 

diteliti yang merupakan data sek under 

2 Spesifikasi penelitian 

Dalam penehitian ini digunakan spesifikasi penelitian yang bersifat 

eksploratif analogs, yaitu menyelidiki dalil-dalil hukum untuk penemuan 

hukum dengan dasar 'illat huukun" Metode ijtihad dengan dasar illat hukum 

dikenal dengan istilah al Qiyas, menurut Ulama Ushul, al Qiryas berarti 

menyamakan suatu kejadian yang tidak ada nash kepada keadilan lain yang 

ada nashnya pada nash hukum yang telah menetapkan lantaran adanya 

kesamaan di antara dua kejadian itu dalam 'illat (sebab terjadinya) 

Ronny Hantijo Sumitro, Metodolog Pee lttan Hulan, Ghulia Indonesia, 1982, Hal 15 

gahmat Diatmiko, 1994, la.la Hulon ls.lat Lpanya Ke Arah Pemaheavam Metodolog, 
Dittinbapera Islam al 16 
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hukumna" Menurut Rahmat Djatnika peneliti harus meneliti semua sifat 

yang ada pada masalah yang dicani hukumnya dan pada masalah yang sudah 

ada hukumnya, yang sifat itu secara logis dapat menyebabkan ditetapkannya 

huk um tersebut 

Masih menurut Racnmat Djatnika, dari sifat-sifat yang memenuhi 

syarat sebagai 'illat dicari sifat-sifat yang sama antara masalah yang dicart 

hukurnya dengan masalah yang sudah ada hukumnya Apabila ditemukan 

sifat yang sama pada maslah sang dieani hukumnya dengan sifat-sifat 

penyebab hukum pada masalah yang sudah ada hukumnya, maka berarti 

drtemuken 'illat yang sama antara kedua masalah tersebut Apabila telah 

ditehiti bahwa kedua illat itu sama, ada persamaan 'illat, maka ditetapk.an 

adanya 'illat pada masalah yang dicari hukumnya yang hukumnya 

disamakan dengan hukum pada masalah yang telah ada hukumnya 

3. Obyek Penelitian 

Tinjauan Terhadap Hak dan Kewajiban Wali menurut Hukum Islam 

dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata 

4 Sumber data 

Adapun yang drjadikan sebagar sumber data dalam penehitian in 

adala.h scbagai benikut 

a Data Primer 

Meneliti hadist-hadits, yaitu hadits-hadits yang secara langsung khusus 

memuat masalah-mas.ala.h huk um an hukum perdata 

thud hat 160 
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b Data sekunder 

Diperoleh dani hasil-hasil penelitian dan literatur-literatur fiah 

c Data yang menjelaskan data hokum primer dan data-data hukum 

sekunder misalnya kamus hulk um, ensiklopedi huk um dan lain-lainnya 

d Metode Pengumpulan Data 

Studi kepustakaan (library research) yaitu dengan mencari data-data 

yang berasal dani AI-Qur'an, Hadits-hadits Nabi, dan Kitab-kitab Fiah 

5 Metode Analrsa Data 

Analisa data merupakan upaya penuhis mencari dan menata secara sistematis 

catatan-catatan hasil penehitian kepustakaan dan lainnya untuk mengingatkan 

pemahaman penuhrs tentang kasus yang penulis tehiti dan menyajikan 

sebagar temuan bgr orang lain 

Noeng Muhadjir sebagaimana mengutip pendapat Bogdan Memberikan 

tuuh langkah analisa data" 

Langkah Pertama 

Mempersempit jalur studi, yaitu dengan pertama berfikir holistic dan 

kedua berfikar parsial, dengan mempersempit fokus, penulis dapat lebih 

mempersempit data yang dik umpulk.an 

2 Langkah kKedua 

Langkah kedua menetapk.an tipe studi, karena penebitan merupak.an tnjauan 

yunidis terhadap pasal 31 dan 383 Kiab Undang-undang Hukum Perdata 

tentang Hak dan Kewajiban Wali menurut Kita.b Undang-undang Hukum 

Perdata 

Noeng Muhadjir 1997,Metode Penelitian Aualitaif, Rake Sarasin, hal Io4 
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3. Langkah ketiga 

Pada langkah int penulis mengembangkan secara terus menerus pertanyaan 

anahitik, skema di lapangan penulis bertanya, mencan jawaban dan menga 

nalisisny% dan mengembangkannya untuk memperoleh jawaban 

4. Langkah Keempat 

Penulis membenikan komentar dengan cakupan hal-ha] substansial, 

mnetodologik dan teoritik 

5. Langkah kelima 

Pada langkah ini penulis mengupayakan penjajagan ide dan penelitian 

pade snbyek responden sebagai analisis penelitian Langkah ini di 

tempuh pada tahap-tahap awal perehitian 

6. Langkah keenam 

Pada langkah keenam penulis membaca kembali kepustakaan yang 

relevan selama di lapangan 

7 Langkah ketuyuh 

Langkah ketujuh yang disarankan adalah penulis menggunakan meta 

phora, analogy dan konsep 

Selanjutrya data yang diperoleh dari penelitian akan dianalisis dengan 

menggunak.an penemuan hukum melalui analogy yang berhubungan erat 

dengan konstruksi yaitu tata cara mcnemukan huk um yak.ni dengan bertanya 

kemudian dibentuk ketentuan yang khusus dan umum ak.himnya smpa pada 

kongklusi 
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F. SISTEMATIKA PENULISAN 

BABI PENDAHULUAN 

A Latar Belakang Masalah 

B Perumusan Masalah 

C Tujuan Penelitian 

D Kegunaan Penelitian 

E Metode Penelitian 

F Sistematika Penulisan 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

A Wah Menurut Hukum Islam 

Peng rtian Wali dan Dasar Hukumnya 

2 Syarat Menjadi Wal 

3. Macam-macam Wai dan Perwalian 

4. Mulai dan Berakhirnya Perwalian 

Wahi Menurut Hukum Perdata 

I Pengertian Wali dan Dasar Hukumnya 

2. Syarat Menjadi wadi 

3. Macam-macam Wali dan Perwakilan 

4. Mulai dan Berakhimya Perwalian 

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAIHASAN 

A. Hasil Penelitian (Pengumpulan Data) 

Yang Menjadi Hak dan Kewajiban Wali Menurut Hukum 

lslam, 
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2. Yang Menjadi Hak dan Kewajiban Wali Menurut Hukum 

Perdata 

3 Yang menjadi Persamaan dan Perbedaan Hak dan Kewajiban 

Wali Menurut Hukum Islam dengan Hukum Perdata 

B. Analisa Data (Pembahasan) 

BAB1IV; PENN1UP 

A. Kesimpulan 

B Saran-Saran 
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